
4.1. Kesinlpulan. 

BABIV 

PENUTUP 

a. DiundangkatUlya U'U No.1 Tahun 1974 tentang perkawin.an beserta 

peraturan pelaksanaannya nlengatur nlengenai alasan-alasan 

perceralan dan perrlbagian harta bersama, namtID tidak terdapat 

penjelasan lebih lanjut lllengenai pengajuan gugat cerai jika diajukan 

secara bersama-sama dengan pembagian harta bersama, sehingga 

Pengadilan A,.gama dalam memeriksa dan inemutus perkara yang 

berhubungan dengan penggabungan gugat cerai dengan pembagian 

h,uta bersama tidak ada landasan hukum yang tegas sebagai 

pertinlbangan untuk menerima atau tidak nlenerinla i1enggabunga..T1. 

gugatan. 

b. Dengan diundangkannya lJU No. 7 Tahun 1989 yaitu peradilan bagi 

orang-orang yang beragama Islam dan didasarkan atas KHI, 

nlenjadikan semakin jelas diperkenankannya dilakukan 

penggabtmgan gugat cerai dengan gugat pembagian harta bersama. 

~1eskipun denlikian tidak senlua penggabungan gugatan harta 

perka,\~an tidak selalu diputus bersama gugatan perceraian. Hal ini 

bisa terjadi jika belum diketahui secara jelas mengenai kepemilikan 

harta bersama, sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu nlelalui 
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Peradilan Umum lmtuk mengetahui pemilik sebenarnya harta yang 

disengketakan tersebut. 

4.2. Saran 

a. Pemeriksaan pada sidang pengadilan diharapkan dapdt l1€rlangsung 

cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu Sehar:.l5nV d tidak ada 

alas an sejcJz semula tidak nlerrtperkenankC\.fi penggeJjlli.l.gan gugat 

cerai dengan gugat pembagian harta bel'Sanla. 

bersama yang dijadikan obyek gugatan masih belum diketahui secc..ra 

jelas apakah itu ternlasuk harta bersanla atau harta b-J.\'\~ aan, dalant 

putusannya menyatakan bah,\"'Ta PengadilaJ.!. _':'!.g am a tidak 

berkonlpeten memeriksanya agar tidak terjadi pengajuan perkara 

saUla yang telah diputus dan llleulpunyai kckuatan hUh-UUl atau 1'1.£bis 

en idenl. 


